
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan
secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfaat kepada masyarakat, telah diundangkan Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Transaksi Non
Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020;

b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, terdapat kendala dan hambatan
dalam melaksanakan Transaksi Non Tunai karena
keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan
penyelenggaraan Transaksi Non Tunai dimaksud;

c. bahwa kendala dan hambatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b berakibat tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah, sehingga Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Transaksi Non Tunai
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 perlu diubah
kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Transaksi Non
Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.    Undang-Undang . . .
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5204);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);

9.   Peraturan Bupati . . .
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9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem
Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2019 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.

Pasal I

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2019 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu  (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Transaksi Non Tunai
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 78) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Setiap pengeluaran daerah melalui APBD wajib dilaksanakan
secara efektif melalui proses transaksi non tunai.

(1a) Dikecualikan dari proses transaksi non tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Pembayaran uang saku dan/atau uang transport
kegiatan yang melibatkan pelajar dengan nominal paling
banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
melalui rekening yang ditunjuk;

b. Pembayaran uang saku dan/atau uang transport
kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan nominal
paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah) melalui rekening yang ditunjuk; dan

c. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. belanja operasional;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga;

d. belanja transfer.

(3)   Transaksi . . .
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(3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Maret 2023

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN OKU,

EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)

NIP. 197705012009031002
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(3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Maret 2023

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.
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(3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Maret 2023

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH
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(3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Maret 2023

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,
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DHARMAWAN IRIANTO
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